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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
yang lebih mendalam mengenai pelayanan-pelayanan yang dilakukan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan ekspor furniture di 
Kabupaten Boyolali serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali maupun para 
pengusaha sendiri. Dalam melaksanakan pelayanannya tersebut Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali harus bekerja sama 
dengan berbagai pihak agar usaha peningkatan ekspor furniture Kabupaten 
Boyolali dapat tercapai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 
memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali bagian ekspor impor. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari buku dan sumber bacaan lain yang menunjang penulisan laporan 
Tugas Akhir ini. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan 
ekspor furniture, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali berperan sebagai fasilitator yang menjembatani perusahaan furniture 
dengan pihak lain yang berkepentingan, misalnya buyer, bank dan lain-lain. Jadi, 
di sini peran pengusaha juga menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan 
ekspor furniture di Kabupaten Boyolali. Masalah umum yang muncul adalah 
kurangnya komunikasi dan kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Kabupaten Boyolali dengan para pengusaha, sehingga usaha-usaha 
untuk mengembangkan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali sering tidak 
maksimal.Hambatan lain adalah masalah pemasaran, produksi, modal, sarana 
promosi sampai dengan masalah mental para pengusaha. 
Saran yang dapat diajukan adalah agar masing-masing pihak menyadari 
peranannya masing-masing dengan baik, terutama Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali yang berperan sebagai fasilitator. 
Diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
bisa menjadi perantara yang aktif, yang benar-benar menjembatani kepentingan 
eksportir furniture maupun pihak lain yang berkepentingan, sehingga bisa 
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Latar Belakang Masalah 
Keadaan dunia yang semakin mengglobal menuntut Indonesia untuk 
ikut aktif dalam perdagangan internasional. Melalui kegiatan ekspor impor, 
Indonesia menjadi bagian dari pasar dunia. Berbagai upaya untuk 
meningkatkan ekspor telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama  dengan 
berbagai perusahaan di Indonesia. Namun tidak dipungkiri, keadaan politik 
dan keamanan negara serta situasi keamanan global dewasa ini, sangat 
mempengaruhi ekspor Indonesia yang cenderung menurun. Belum lagi 
sulitnya memulihkan dampak persepsi keamanan dalam negeri. Penyelesaian 
konflik Aceh yang belum tuntas, ancaman bom dan adanya travel warning 
dari negara tujuan ekspor, juga sangat menurunkan ekspor Indonesia (Jawa 
Pos, 2004). 
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Perang Irak juga menimbulkan goncangan terhadap perekonomian 
dunia, yang mempengaruhi antara lain harga minyak internasional, volume 
perdagangan dunia, nilai tukar dollar AS serta arus modal ke negara 
berkembang. Invansi AS ke Irak berdampak negatif terhadap perekonomian 
Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan ekspor non migas turun karena 
melemahnya volume perdagangan dunia (Jawa Pos, 2004). 
Begitu juga dengan keadaan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali 
yang mengalami penurunan pada tahun 2003. Meski pada tahun 2004 terlihat 
ada peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. Di Kabupaten Boyolali 
sebenarnya terdapat banyak perusahaan furniture tetapi hanya sebagian kecil 
yang bisa masuk dan bertahan di pasar luar negeri. Hal ini disebabkan karena 
banyaknya hambatan yang dihadapi oleh eksportir. Dari masalah permodalan, 
peraturan pemerintah, kurangnya informasi dan promosi, sampai masalah 
produksi dan pemasaran. Furniture adalah salah satu produk unggulan ekspor 
di Kabupaten Boyolali sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan asli 
daerah. Kas yang masuk bisa cukup besar, jika ekspor furniture bisa terus 
meningkat tiap tahunnya (Laporan realisasi Ekspor, 2004). 
Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali memegang peranan penting untuk meningkatkan ekspor 
furniture di Kabupaten Boyolali ke pasar internasional. Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali harus membuat rencana-
rencana yang matang agar furniture dari Kabupaten Boyolali dapat menjadi 
komoditi ekspor yang cukup diperhitungan di pasar dunia.Banyak bidang yang 
ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
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Boyolali yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antara perusahaan 
furniture dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasai Kabupaten 
Boyolali untuk makin menaikkan angka ekspor furniture Kabupaten Boyolali 
di luar negeri (Laporan Realisasi Ekspor, 2004). 
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berusaha untuk 
mengungkapkan beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan ekspor 
furniture serta hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali maupun 
pengusaha furniture sendiri, yaitu dengan judul  
“Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten 




Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman maka perumusan 
masalah disusun sebagai berikut : 
Apa hambatan yang dihadapi eksportir furniture Kabupaten Boyolali untuk menjual produknya ke luar negeri ? 
Langkah apa yang ditempuh Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali untuk meningkatan ekspor furniture Kabupaten 
Boyolali? 
Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali dalam menjalankan usahanya untuk 





Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
Mengetahui kendala  yang dihadapi oleh eksportir furniture Kabupaten Boyolali untuk menjual produknya ke luar 
negeri. 
Mengetahui langkah yang ditempuh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan ekspor furniture 
Kabupaten Boyolali. 
Mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali dalam menjalankan usahanya untuk 




Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
Penulis 
Merupakan implementasi dari mata kuliah yang telah dipelajari selama 
masa studi. 
Instansi 
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan berbagai 
kebijakan yang akan dilaksanakan. 
Masyarakat dan mahasiswa lainnya 
Untuk menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan bisa 





Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memaparkan, 
menuturkan, menafsirkan, dan menganalisis data. Waktu penelitian kurang 
lebih satu bulan, yaitu mulai 1 Pebruari 2005 sampai dengan 1 Maret 
2005. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali. 
Jenis dan Alat Pengumpulan Data 
Jenis Data 
Data Primer 
Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini 
diperoleh dengan wawancara langsung kepada Kepala Seksi 
Ekspor Impor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali. 
Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian. Data ini diperoleh penulis dari buku maupun sumber 
bacaan lain. 
Alat Pengumpul Data 
Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi 
dengan memberikan kerangka dan garis besar permasalahan yang 
akan ditanyakan dalam proses wawancara. Wawancara dilakukan 
kepada Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian 
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Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali Dra. Yuning Tyas 
Tusara W. 
Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan kumpulan data dari sumber tertulis 







Pengertian pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu antara definisi 
sosial dan definisi manajerial (Philip Kotler, 2002;9). Pemasaran menurut 
definisi sosial adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 
bernilai dengan pihak lain. Sedangkan pemasaran menurut definisi manajerial 
adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 
promosi serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan 
pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. 
Menurut Peter Drucker dalam Kotler (2002: 9), seorang ahli teori 
manajemen terkemuka, mengatakan sebagai berikut: “Orang dapat 
mengasumsikan bahwa akan selalu ada kebutuhan akan penjualan. Akan 
tetapi, tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana-
mana. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan 
dan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya 
menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua yang 
dibutuhkan selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa itu“. 
 
Jenis Saluran Pemasaran Dan Bauran Pemasaran 
Menurut Philip Kotler (2002:15) untuk mencapai pasar sasaran, 
pemasar menggunakan tiga jenis saluran pemasaran, yaitu : 
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1. Saluran komunikasi  
Saluran ini digunakan untuk menyerahkan dan menerima pesan dari 
pembeli sasaran. Saluran komunikasi ini meliputi surat kabar, majalah, 
radio, televise, pos, telepon, papan iklan, poster, pamphlet, CD, audiotape, 
dan internet.Saat ini, pemasar semakin banyak menambah saluran dialog 
(e-mail dan nomor-nomor bebas pulsa) untuk mengurangi saluran 
monolog yang lebih normal (iklan) 
2. Saluran distribusi 
Berfungsi untuk memamerkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa 
kepada pembeli atau pengguna. Kita mengenal ada saluran distribusi fisik 
dan saluran distribusi jasa. Yang termasuk disitu adalah pergudangan, 
sarana transportasi, dan berbagai saluran dagang seperti distributor, grosir 
dan pengecer. 
3. Saluran penjualan 
Digunakan untuk mempengaruhi transaksi dengan pembeli potensial. 
Saluran penjualan mencakup tidak hanya distributor dan pengecer 
melainkan juga bank-bank dan perusahaan asuransi yang memudahkan 
transaksi. 
Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 
digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya 
dipasar sasaran. (Basu Swastha,1998: 18) 
Alat Pemasaran tersebut antara lain : 
1.  Produk 
Salah satu tugas atau tanggung jawab utama dari organisasi manajemen 
pemasaran adalah desain produk, yaitu mereka diminta bertindak sebagai 
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“mata” dari perusahaan dan secara konstan memberikan saran perbaikan 
yang diperlukan dalam desain produk.. 
2.  Harga 
 Harga merupakan faktor terkendali kedua yang ditangani oleh manajemen 
pemasaran. Untuk memahami inti pokok tentang pengambilan keputusan 
menyangkut penetapan harga, perlu selalu diingat bahwa harga itu 
“rendah” atau “tinggi” dibanding dengan yang lain. Dalam hal ini, 
pemasar perlu terus memantau harga jual dari para pesaing. 
3. Distribusi 
 Personalia penjualan sering berada dalam mengevaluasi agresivitas dari 
pengecer menurut interaksi panggilan penjualan mereka.  
4. Promosi 
 Faktor ini berkaitan dengan kegiatan memberitahu dan mempengaruhi 
pasar bagi produk perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 
promosi adalah periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan dan 
publisitas. 
 
Cara-Cara Pemasaran Barang Ke Luar Negeri 
Dalam melaksanakan pemasaran barang ke luar negeri dapat ditempuh 
dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut (Amir MS, 2000: 106): 
Ekspor biasa 
Dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum 
yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk 
memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan 
importir di luar negeri. 
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Barter 
Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan 
langsung dengan barang dibutuhkan dalam negeri. 
Beberapa jenis barter, antar lain : 
1). Direct-Barter 
Direct-Barter atau barter langsung merupakan sistem pertukaran 
barang dengan mempergunakan alat penentu nilai. 
2). Switch-Barter 
Switch-Barter terjadi bilamana salah satu pihak tidak mungkin 
memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya daru pertukaran itu, 
maka negara pengimpor dapat mengalihkan barang tersebut ke negara 
ketiga yang membutuhkan. 
3). Counter-Purchase 
Counter-Purchase atau imbal beli atau lazim disebut dengan counter 
trade adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. 
Misalnya suatu negara yang menjual produk kepada negara lain harus 
membeli pula suatu produk negara tersebut atau dengan mengkaitkan 
ekspor dengan impor. 
Buy-Back Barter 
Buy-Back Barter atau barter beli kembali adalah suatu sistem penetrapan 
alih teknologi dari suatu negara maju ke negara berkembang dengan cara 
membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang 




Yang dimaksud dengan konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar 
negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama 
dengan hasil ekspor biasa. 
Package-Deal 
Pada prinsipnya sama dengan barter, hanya saja disini jumlah dan jenis 
barang yang akan diikutkan dalam transaksi sudah ditentukan dalam 
perjanjian perdagangan antar dua negara tersebut. 
Penyelundupan 
Transaksi perdagangan dimana ada pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab, yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadinya sendiri. 
Penyelundupan dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi dua bagian, 
yakni : 
1). Yang seluruhnya dilakukan secara ilegal 
2). Yang dilakukan dengan cara membonceng dengan prosedur yang legal. 
 
 
Pengertian Bisnis Internasional  
Menurut Bull dan Wendell, (2000), Bisnis Internasional merupakan 
bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya 
termasuk perdagangan internasional pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga 
industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, 
pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, 
perdagangan besar dan kelompok massa. 
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E.  Pengertian Ekspor 
Pengertian ekspor seperti yang tercantum dalam makalah pelatihan 
prosedur ekspor, adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 
suatu negara, pelakunya disebut eksportir. 
Berbicara mengenai ekspor, maka berarti membahas mengenai 
perdagangan internasional, termasuk kebijakan perdagangan baik dalam 
maupun luar negeri suatu negara. Kebijakan perdagangan yang dibuat oleh 
pemerintah Indonesia tidak terlepas dari ketentuan dan peraturan perdagangan 
yang ada dalam kerangka GATT/WTO dan ASEAN/AFTA dimana Indonesia 
adalah anggota kedua organisasi tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu 
kegiatan usaha jual beli barang dengan melintasi daerah pabean Indonesia 
maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan dokumen ekspor yang 
ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun negara pengimpor. 
 
F.  Persyaratan  Dan Prosedur Ekspor 
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
519/MPP/Kep/8/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Perubahan Atas 
Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di  
Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan No. 118/MPP/Kep/2/2003, 




1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 
2.  Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non Departemen berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku 




















Sumber :  Direktorat Jendral Perdagangan LN Dept. Perindustrian dan 
Perdagangan 2004. 
 
Prosedur Ekspor : 
1. Eksportir mengadakan koresponden dengan importir luar negeri 
(mutu, harga, pengiriman dll.) 
2. Eksportir dan importir mengadakan kontrak jual beli 
3. Importir membuka / mengirim L/C melalui bank korespondennya 
4. Bank importir meneruskan L/C kepada Bank Devisa 
5. Bank Devisa meneruskan L/C kepada eksportir 
6. Eksportir menyiapkan barang-barangnya 






























8. Eksportir memesan ruang kapal 
9. Eksportir sendiri / minta bantuan EMKL untuk mengirim barang 
10. Eksportir sendiri / EMKL memfiatmuatkan barangnya 
11. a. EMKL memberitahukan kepada eksportir barang telah dikirim ke 
kapal 
  b. Barang dikirim dari Indonesia ke importir 
12. Eksportir mengajukan permohonan ke Dinas / Subdin Perindag untuk 
memperoleh SKA (apabila diperlukan) 
13. Eksportir melakukan pencairan uang di Bank Devisa 
14. Bank Devisa eksportir mengirim dokumen ekspor kepada Bank 
importir 
15. Bank Devisa importir mengirim dokumen ekspor kepada importir 
16. Importir mengambil barang di pelabuhan 
 
 
G. Tugas Pokok Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali 
 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali berdasarkan 
pada Keputusan Bupati Nomor 512 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Kabupaten Boyolali. 
1.  Uraian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali : 
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a. Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dibidang perindustrian, 
perdagangan dan perkoperasian dan permodalan (termasuk penanaman 
modal daerah); 
b. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan 
permodalan (termasuk penanaman modal daerah); 
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha dibidang 
perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan permodalan (termasuk 
penanaman modal daerah); 
d. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan pendaftaran dibidang 
perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan permodalan (termasuk 
penanaman modal daerah); 
e. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan dan pengarahan 
pada setiap unit organisasi dibawahnya, guna lebih memperlancar 
pelaksanaan tugas; 
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan rutin dan pembangunan, serta 
pembinaan teknis dan pengembangan usaha dibidang perindustrian, 
perdagangan, perkoperasian dan permodalan (termasuk penanaman 
modal daerah); 
g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar dinas/kantor dan 
lembaga pemerintah terkait, maupun dengan dan antar pengusaha dan 
koperasi, organisasi/asosiasi niaga, serta lembaga swasta terkait 
lainnya, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
  
29 
2. Uraian tugas Bagian Tata Usaha  
a. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan tata laksana 
rumah tangga; 
b. Mengelola administrasi dan pembinaan pegawai; 
c. Mengelola keuangan meliputi, menyiapkan bahan rencana anggaran 
pendapatan dan belanja kantor, pembukuan, anggaran, verifikasi serta 
perbendaharaan; 
d. Mengelola administrasi surat menyurat, mengagendakan, mengarsip, 
perawatan dan pembekalan rumah tangga kantor; 
e. Menyiapkan rencana/program kegiatan; 
f. Memberikan DP-3 kepada bawahan; 
g. Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. Melaksanakan tugas-tugs lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
3. Uraian tugas Sub Dinas Perindustrian : 
a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
industri agro, kimia dan hasil hutan, mesin, logam dan perekayasaan, 
serta industri elektronika dan aneka; 
b. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan perizinan serta 
pendaftaran usaha dibidang industri agro, kimia, hasil hutan, logam, 
mesin dan perekayasaan serta industri elektronika dan aneka; 
c. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis dan 
pengembangan usaha, sarana, produksi (termasuk limbah industri) 
  
30 
dibidang industri agro, kimia, hasil hutan, logam, mesin dan 
perekayasaan serta industri elektronika dan aneka; 
d. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi dan 
peningkatan kerjasama dengan dan antar pengusaha (termasuk 
koperasi) dibidang industri agro, kimia, hasil hutan, logam, mesin dan 
perekayasaan serta industri elektronika dan aneka; 
e. Penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana produksi (termasuk 
limbah industri) dibidang industri agro, kimia, hasil hutan, logam, 
mesin dan perekayasaan serta industri elektronika dan aneka; 
f. Penyiapan materi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar 
dinas/kantor dan lembaga pemerintah terkait serta pelaksanaan 
koordinasi dan kerjasama antar Sub Dinas/Bagian di lingkungan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 
g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengarahan pada setiap unit 
organisasi dibawahnya dan staf pelaksana di lingkungan Sub Dinas 
Perindustrian guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas; 
h. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan pembinaan teknis dan pengembangan 
usaha, sarana dan produk (termasuk limbah industri) dibidang industri 
agro, kimia, hasil hutan, logam, mesin dan perekayasaan serta industri 
elektronika dan aneka. 
4. Uraian tugas Sub Dinas Perdagangan  
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a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran 
perusahaan serta ekspor-impor; 
b. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan perizinan serta 
pendaftaran usaha dibidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran 
dan distribusi, pendaftaran perusahaan serta ekspor-impor; 
c. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis dan 
pengembangan perdagangan dibidang usaha dan sarana perdagangan, 
pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan serta ekspor-impor; 
d. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi dan 
peningkatan kerjasama dengan dan antar dunia usaha (termasuk 
koperasi) dibidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan 
distribusi, pendaftaran perusahaan serta ekspor-impor; 
e. Penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana program dan 
laporan pembinaan dan pengembangan perdagangan dibidang usaha 
dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran 
perusahaan serta ekspor–impor; 
f. Penyiapan bahan atau materi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
antar dinas/kantor dan lembaga pemerintah terkait serta pelaksanaan 
koordinasi dan kerjasama antar Sub Dinas/Bagian di lingkungan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 
g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengarahan pada setiap unit 
organisasi dibawahnya dan staf pelaksana di lingkungan Sub Dinas 
Perdagangan guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas; 
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h. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan pembinaan teknis dan pengembangan 
perdagangan dibidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan 
distribusi, pendaftaran perusahaan serta ekspor dan impor. 
5. Uraian tugas Sub Dinas Perkoperasian  
a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
koperasi pertanian, koperasi non pertanian, pelayanan jasa dan 
informasi serta pengawasan dan advokasi; 
b. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan penerbitan badan 
hukum, pelayanan jasa dan informasi serta advokasi dibidang koperasi 
pertanian dan non pertanian; 
c. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis                
dan pengembangan perkoperasian dibidang koperasi pertanian,          
koperasi non pertanian, pelayanan jasa dan informasi serta 
pengawasan dan advokasi; 
d. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi dan 
peningkatan kerjasama dengan dan antar koperasi maupun PKM 
dibidang koperasi pertanian, koperasi non pertanian, pelayanan jasa 
dan informasi serta pengawasan dan advokasi; 
e. Penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana program dan 
laporan pembinaan dan pengembangan perkoperasian dibidang 
koperasi pertanian, koperasi non pertanian, pelayanan jasa dan 
informasi serta pengawasan dan advokasi; 
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f. Penyiapan bahan atau materi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
antar dinas/kantor dan lembaga pemerintah terkait serta pelaksanaan 
koordinasi dan kerjasama antar Sub Dinas/Bagian di lingkungan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memperlancar 
pelaksanaan tugas; 
g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengarahan pada setiap unit 
organisasi dibawahnya dan staf pelaksana di lingkungan Sub Dinas 
perkoperasian guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas; 
h. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan pembinaan teknis dan pengembangan 
perdagangan dibidang koperasi pertanian, koperasi non pertanian, 
pelayanan jasa dan informasi serta pengawasan dan advokasi. 
6. Uraian tugas Sub Dinas Permodalan 
a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dibidang 
penanaman modal daerah, pembinaan permodalan, fasilitasi dan 
pelayanan permodalan serta pengawasan dan pengendalian 
permodalan; 
b. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan 
pendaftaran dibidang penanaman modal daerah;  
c. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis dan 
pengembangan perkoperasian dibidang penanaman modal daerah, 
pembinaan permodalan, fasilitasi dan pelayanan permodalan serta 
pengawasan dan pengendalian permodalan; 
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d. Penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi dan 
peningkatan kerjasama dengan dan antar dunia usaha (termasuk 
koperasi) dibidang penanaman modal daerah, pembinaan permodalan, 
fasilitasi dan pelayanan permodalan serta pengawasan dan 
pengendalian permodalan; 
e. Penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana program dan 
laporan pembinaan dan pengembangan permodalan dibidang 
penanaman modal daerah, pembinaan permodalan, fasilitasi dan 
pelayanan permodalan serta pengawasan dan pengendalian 
permodalan; 
f. Penyiapan bahan atau materi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
antar dinas/kantor dan lembaga pemerintah terkait serta pelaksanaan 
koordinasi dan kerjasama antar Sub Dinas/Bagian di lingkungan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memperlancar 
pelaksanaan tugas; 
g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengarahan pada setiap unit 
organisasi dibawahnya dan staf pelaksana di lingkungan Sub Dinas 
permodalan guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas; 
h. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan pembinaan teknis dan pengembangan 
permodalan dibidang penanaman modal daerah, pembinaan 
permodalan, fasilitasi dan pelayanan permodalan serta pengawasan 
dan pengendalian permodalan. 
7. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional 
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a. Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan; 
b. Menyusun rencana operasional lapangan penyuluhan; 
c. Membantu membuat materi penyuluhan; 
d. Menyuluh pengusaha/perajin industri; 
e. Membimbing pengusaha/perajin industri; 
f. Mengupayakan tenaga ahli untuk membimbing pengusaha/perajin     
industri; 
g. Membantu membimbing perajin industri dalam melakukan studi 
perbandingan; 
h. Melakukan peninjauan dalam rangka menambah pengetahuan dan 
ketrampilan; 
i. Membantu mendapatkan mitra usaha; 
j. Membantu membentuk institusi usaha industri. 
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BAB III 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali 
1. Sejarah Perkembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali 
Sebelum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali terbentuk, Dinas ini bernama Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan RI No. 84/MPP/Kep/4/1996 tanggal 15 April 1996 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan di wilayah tersebut. 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Boyolali, 
Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali 
mengalami perubahan dan perkembangan digabung dengan Departemen 
Koperasi dengan  nama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan 
ditetapkan mulai  tahun 2001. 
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Alamat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali di Jalan Kates No.1 Boyolali kode pos 57311 dengan nomor telepon 
(0276) 321098, 321047, 321109 Fax (0276) 321098. 
 
2. Visi Dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali 
a. Visi 
Terwujudnya Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 
serta Penanaman Modal yang tangguh, profesional dan berdaya saing 
tinggi, yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) setempat. 
b. Misi 
1). Meningkatkan produk industri yang memiliki keunggulan kompetitif 
dan komperatif, serta ramah terhadap lingkungan hidup. 
2). Meningkatkan dan memperluas pemasaran produk dan atau komoditi 
daerah, baik untuk pasaran dalam negeri maupun ekspor. 
3). Meningkatkan pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang 
strategis, serta kebutuhan masyarakat lainnya sehingga dapat 
dijangkau oleh daya beli masyarakat dengan harga yang wajar. 
4). Meningkatkan iklim  berusaha  yang kondusif serta memberikan 




5) Meningkatkan kegiatan  penanaman modal  yang mampu 
menggerakkan perekonomian daerah.  
6) Meningkatkan pelayanan perijinan dan pendaftaran serta pelayanan 
informasi dan jaringan usaha dibidang Industri, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal. 
 
3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali. 
Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 


































4. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali 
 
Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian 





































































































1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha tediri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum 
3. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari : 
a. Seksi Industri Agro 
b. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan 
c. Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan 
d. Seksi Industri Elektronika dan Aneka 
4. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari : 
a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan 
b. Seksi Pendaftaran Perusahaan 
c. Seksi Ekspor – Impor 
d. Seksi bimbingan Pemasaran dan Distribusi 
5. Sub Dinas Perkoperasian terdiri dari : 
a. Seksi Koperasi Pertanian 
b. Seksi Koperasi Non Pertanian 
c. Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi 
d. Seksi Pengawasan dan Advokasi 
6. Sub Dinas Permodalan terdiri dari : 
a. Seksi Penanaman Modal Daerah 
b. Seksi Pembinaan Permodalan 
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c. Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Permodalan 
d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permodalan 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
- Penyuluh Perindustrian. 
 
5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali 
a. Kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali  
1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 
2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada atasannya melalui Sekretaris Daerah. 
b.   Tugas Pokok 
Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan 
tugas desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah (termasuk penanaman modal daerah). 
c.   Fungsi 
Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Perindustrian, 




2)  Pemberian perijinan, penyuluhan, pembinaan Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM (termasuk Penanaman Modal 
Daerah) serta pelayanan umum. 
3)   Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UKM (termasuk Penanaman Modal Daerah). 
Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha di bidang 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (termasuk 
Penanaman Modal Daerah). 
Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan dan pengarahan pada 
setiap unit organisasi di bawahnya guna lebih memperlancar 
pelaksanaan tugas. 
6)  Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijaksanaan teknis, kegiatan rutin dan pembangunan, 
serta pembinaan teknis dan pengembangan usaha di bidang 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (termasuk 
Penanaman Modal Daerah). 
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar dinas, kantor dan lembaga 
pemerintah terkait, maupun dengan dan antar pengusaha dan koperasi, 
organisasi asosiasi niaga, serta lembaga swasta terkait lainnya dalam 
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 




Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut upaya dalam pemberdayaan bidang 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Permodalan (termasuk 
Penanaman Modal Daerah) perlu dilakukan secara serantak di segala bidang, baik 
yang terkait dengan sisi penawaran dan sisi permintaan. Sejalan dengan sasaran 
pembangunan dunia usaha nasional secara keseluruhan yaitu terwujudnya 
struktur dunia usaha yang semakin kuat dan berimbang, dengan demikian 
sehingga pengusaha kecil, menengah dan besar dapat berkembang dengan pesat 
serta melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. 
 
6.  Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali 
Pegawai adalah unsur utama dalam pelaksanaan organisasi yang penuh 
pengertian dan ketaatan mengabdi secara profesional pada kepentingan dan 
kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan tujuan organisasi. Pada Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali jumlah 
keseluruhan pegawai ada 143 orang. Perincian pegawai berdasarkan satuan kerja, 
status kepegawaian,  tingkat pendidikan, eselon dan menurut golongan adalah 
sebagai berikut : 
1. Jumlah Pegawai menurut Satuan Kerja 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Kepala 
Bagian Tata Usaha dan empat Kepala Sub Dinas. Kepala Sub Bagian dan 
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masing-masing Kepala Sub Dinas membawahi sejumlah pegawai dan 
stafnya. Adapun jumlah pegawai menurut satuan kerja dapat dilihat tabel 
III.1 berikut ini : 
TABEL III.1 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN SATUAN KERJA 
 











Kepala Sub Bagian 











   72 
37 
 Jumlah 143 
Sumber: Dinas Perindagkop. Kabupaten Boyolali 
Dari tabel III.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai 
menduduki satuan kerja sebagai staf kantor yang membantu dan 
bertanggung jawab kepada atasannya. 
b.   Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 
Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali berdasarkan statusnya ada dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai ini ditempatkan di Kantor 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali dan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Swalayan Boyolali Tersenyum. jumlah 





               TABEL III.2 
                JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 
 






Pegawai Negeri Sipil (PNS) 





 Jumlah 143 
Sumber: Dinas Perindagkop. Kabupaten Boyolali 
 
Dari tabel II diatas Pegawai Negeri Sipil berjumlah 74% dari keseluruhan  
sedangkan sisanya (26%) adalah Pegawai Tidak Tetap 
 c.  Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pendidikan pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali bervariasi yaitu dari pendidikan tingkat 
dasar sampai pendidikan pasca sarjana. Jumlah pegawai berdasarkan 
tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel III.3 berikut : 
 
                 TABEL III.3 
                    JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 































 Jumlah 106 37 143 




d.   Jumlah pegawai berdasarkan Eselon 
Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali yang menduduki eselon hanya sejumlah 27 orang dan 
menduduki jabatan fungsional 7 orang dan selebihnya staf dengan lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel III.4 dibawah ini  
 
TABEL  III.4 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON 










Eselon II b 
Eselon IIIa 













 Jumlah 143 orang 
Sumber: Dinas Perindagkop. Kabupaten Boyolali 
 
e. Jumlah pegawai berdasarkan golongan 
Pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 








TABEL  III.5 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 
 
















Golongan IV / b 
Golongan IV / a 
Golongan III / d 
Golongan III / c 
Golongan III / b 
Golongan III/ a 
Golongan II / d 
Golongan II / c 
Golongan II / b 
Golongan II / a 

















 Jumlah 143 orang 
Sumber: Dinas Perindagkop. Kabupaten Boyolali 
 
Pembahasan 
B.1. Gambaran Umum Ekspor Furniture Kabupaten Boyolali 
Furniture sebagai salah satu komoditi ekspor Kabupaten Boyolali, 
memegang peranan penting dalam menentukan laju perekonomian Kabupaten 
Boyolali. Dari tahun ke tahun perusahaan furniture di Kabupaten Boyolali 
semakin bertambah pesat perkembangannya. Dari industri rumah tangga 
sampai dengan perusahaan yang berkapasitas ekspor. Namun dari begitu 
banyak perusahaan furniture yang ada di Kabupaten Boyolali hanya ada 11 
perusahaan yang mampu masuk dan bertahan di pasar internasional. Berikut ini 
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perkembangan ekspor furniture Kabupaten Boyolali dari tahun 2000 sampai 
tahun 2004. 
TABEL III.6 
PERKEMBANGAN EKSPOR FURNITURE KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2000-2004 
Tahun Volume (Ton) Nilai (US $ 000) 
2000 645,90 1.343,50 
2001 1.083,64 2.125,08 
2002 943,67 1.817,21 
2003 929,78 1.557,42 
2004 1.239,82 1.588,88 
Sumber : Dinas Perindagkop Kabupaten Boyolali 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah ekspor furniture di Kabupaten 
Boyolali terjadi penurunan terus menerus semenjak tahun 2002, setelah ada 
peningkatan hampir dua kali lipat di tahun 2001. Namun pada tahun 2004 
kembali adanya peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini tentu tidak 
terlepas dari usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali untuk membawa furniture dari Kabupaten Boyolali sebagai produk 
ekspor yang berdaya saing. Negara tujuan ekspor furniture Kabupaten Boyolali 
antara lain adalah Norwegia, Swedia, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, 
Malaysia, Finlandia, Denmark, Belanda, Jerman, Singapura dan Selandia Baru. 





GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN FURNITURE KAB. BOYOLALI 
TAHUN 2000-2004 





















Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Boyolali 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2001, investasi yang 
masuk cukup besar tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup 
drastis. Hal ini disebabkan adanya masalah keamanan dalam negeri maupun 
harga tukar rupiah yang tidak stabil. Secara otomatis masalah tersebut 
menyebabkan investasi yang masuk ke dalam sektor industri furniture di 
Kabupaten Boyolali menurun, yang juga berakibat adanya pengurangan tenaga 
kerja di sektor tersebut. 
Untuk tenaga kerja juga tidak ada perubahan yang cukup mendasar. 
Hanya pada tahun 2002 terjadi penurunan tenaga kerja yang cukup banyak, 
yang disebabkan lesunya ekspor furniture di Kabupaten Boyolali. Tenaga kerja 
yang terserap disetiap perusahaan furniture rata-rata 100 sampai dengan 150 
orang. Tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Tenaga Kerja 
Administrasi, Tenaga Kerja Tetap, dan Tenaga Kerja Kontrak. Sistem upah 
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yang digunakan juga bervariasi. Untuk Tenaga Kerja Administrasi upah 
dihitung bulanan, Tenaga Kerja Tetap upah dihitung mingguan dan Tenaga 
Kerja Kontrak dihitung harian. Di luar ketentuan tersebut jika ada lembur akan 
dihitung perjam. Tidak semua perusahaan furniture di Kabupaten Boyolali 
menggunakan sistem penghitungan upah seperti yang tersebut di atas, namun 
sebagian besar menggunakan sistem ini. 
Pada umumnya perusahaan furniture di Kabupaten Boyolali sangat 
memperhatikan tentang perlindungan dan keselamatan kerja. Sehingga rata-rata 
semua pekerja dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah diikutkan dalam 
asuransi keselamatan kerja. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali semua perusahaan furniture 
menggunakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai bentuk 
tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerjanya. 
Permintaan terhadap produk furniture semakin meningkat tiap tahun, 
sehingga produk yang ditawarkan juga semakin bervariasi mengingat 
persaingan yang semakin ketat. Pada umumnya produk furniture dibagi menjadi 
2 ( dua ) jenis, yaitu furniture untuk di dalam ruangan dan furniture untuk di 
luar ruangan ( Garden Furniture ). Furniture untuk di dalam ruangan produknya 
berupa kursi, meja, bufet, tempat tidur, kursi tamu, laci, penyekat ruangan, dan 
lain-lain. Sedangan furniture untuk di luar ruangan biasanya berupa kursi dan 




B.2. Analisis Penelitian 
B.2.1. Hambatan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali 
 Di Kabupaten Boyolali terdapat perusahaan furniture yang telah 
melakukan ekspor. Namun para eksportir masih mengalami banyak kendala 
yang berakibat terhambatnya ekspor furniture. Kendala-kendala tersebut antara 
lain adalah : 
1.  Kurangnya promosi yang dilakukan oleh eksportir. 
Pengenalan yang kurang terhadap produk akan menghambat masuknya 
produk dipasar luar negeri. Begitu juga yang terjadi pada produk furniture 
di Kabupaten Boyolali. Meski terdapat produk yang berkualitas namun 
karena kurangnya promosi menyebabkan furniture dari Kabupaten Boyolali 
kurang dikenal dipasar luar negeri. Namun harus diakui untuk melakukan 
promosi seperti pameran tingkat nasional memerlukan dana ynag cukup 
besar. Sehingga perusahaan furniture yang baru berkembang akan kesulitan 
untuk mendapatkan dana yang diperlukan. 
2.  Kualitas produk akan menurun jika mendapat order yang cukup banyak 
 Inilah salah satu kesalahan terbesar dari pengusaha Indonesia pada 
umumnya yaitu kurang dapat menjaga kualitas produk. Padahal bagi 
konsumen luar negeri kualitas produk adalah hal yang paling utama. Tetapi 
produsen furniture dari Kabupaten Boyolali sering membuat produk yang 
kualitasnya lebih rendah daripada contoh yang diberikan sebelumnya. 
Apalagi jika mendapat order yang banyak kualitasnya akan semakin 
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dikesampingkan. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi 
kelangsungan kontrak dagang selanjutnya. Masalah lain yang berkaitan 
dengan produk selain kualitas, konsumen juga sering mengeluhkan tentang 
harga yang kadang tidak sesuai dengan keadaan barang dan penyerahan 
yang sering terlambat. Konsumen juga menginginkan adanya pelayanan-
pelayanan khusus, misalnya pemberian diskon pada pelanggan. 
3. Eksportir merasa cukup dengan satu buyer. 
 Hal ini adalah salah satu mental buruk para pengusaha Indonesia pada 
umumnya. Di Kabupaten Boyolali pun, para pengusaha sering merasa puas 
dengan satu buyer saja. Mereka enggan mencari buyer lain selama masih 
mendapat kontrak dagang dari salah satu buyer. Sehingga saat mereka tidak 
mendapatkan order lagi dari buyer langganannya para pengusaha harus 
memulai dari awal lagi untuk mencari buyer baru.  
4. Kurangnya tenaga kerja terampil  
 Salah satu penyebab rendahnya kualitas furniture dari Kabupaten Boyolali 
kurangnya tenaga kerja terampil yang tersedia. Pada umumnya tenaga kerja 
kurang memahami standart internasional produk furniture. Tenaga kerja 
dengan skill yang rendah juga mengakibatkan kurangnya inovasi pada 
produk furniture sehingga dari masa ke masa furniture dari Kabupaten 
Boyolali belum ada perkembangan bentuk produk yang cukup berarti 
padahal konsumen dari luar negeri sering menginginkan produk yang lebih 




5. Peraturan Pemerintah yang semakin ketat terhadap produk kehutanan. 
 Adanya sertifikat ETPIK (Ekspor Tertentu Produk Industri Kehutanan) 
yang dikeluarkan oleh BRIK (Badan Retifikasi Industri Kehutanan) dimana 
para pengusaha harus mengurus langsung ke Jakarta ataupun ASMINDO 
(Asosiasi Meubel Indonesia) Daerah. Sertifikat ini mulai berlaku mulai 
tahun 2003 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.  
 
B.2.2. Langkah-langkah Yang Dilakukan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali untuk 
meningkatkan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali. 
 Keengganan pengusaha untuk berhubungan dengan birokrasi 
Pemerintah, membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten  Boyolali tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para 
pengusaha meningkatkan ekspornya, namun Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Kabupaten  Boyolali masih bisa melakukan peranannya dalam 
meningkatkan ekspor khususnya furniture yang diharapkan bisa mengambil 
tetap yang istimewa dipasar internasional. Peranan tersebut antara lain   adalah : 
1. Memberikan fasilitas promosi kepada para pengusaha furniture 
 Untuk memberikan fasilitas promosi belum bisa dilakukan tiap tahun, 
karena terbentur masalah dana. Jadi, fasilitas promosi hanya bisa diberikan 
jika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
telah berhasil bekerja sama dengan pihak swasta/ BUMN untuk mendapat 
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bantuan modal. Fasilitas promosi diberikan kepada perusahaan dengan 
bentuk pameran-pameran produk furniture di tingkat nasional. 
2. Mensosialisasikan peraturan perdagangan yang terbaru pada para 
pengusaha furniture 
 Sosialisasi Peraturan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali dengan terjun langsung ke 
perusahaan-perusahaan atau melalui ASMINDO Daerah Kabupaten 
Boyolali setiap kali ada perubahan Peraturan Perdagangan. 
3. Memberikan informasi peluang pasar  
 Informasi peluang pasar diberikan pada para pengusahan dengan 
menerbitkan buku Inquiry yang berisi tentang negara-negara mana yang 
menjadi pasar potensial produk furniture lengkap dengan syarat-syarat 
produk, klasifikasi produk serta standar internasional produk. Sampai saat 
ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
baru menerbitkan buku Inquiry dua (2) kali. 
4. Memberikan Primaniarta Award kepada eksportir furniture yang 
berprestasi. 
 Primaniarta Award adalah salah satu langkah yang dilakukan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali untuk 
semakin menggiatkan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali. Primaniarta 
Award diberikan kepada pengusaha yang telah eksist dalam bidang ekspor 
furniture berimage baik serta meningkatnya produksi tiap tahunnya. Pada 
pelaksanaan penganugerahan Primaniarta Award yang pertama ini yang 
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terpilih adalah Bapak Mugianto dari CV. Mugiharjo. Rencananya 
pelaksanaan Primaniarta Award ini akan dilaksanakan setiap tahun dan 
pemenangnya akan dipilih ke tingkat propinsi untuk mengikuti 
penyeleksian pengusaha ekspor furniture teladan. 
5. Melakukan monitoring terhadap perkembangan ekspor furniture  
 Monitoring perkembangan ekspor dilakukan setiap bulan kepada setiap 
perusahaan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali. Sebenarnya setiap 
perusahaan wajib menyetorkan Laporan Ekspor perusahaanya ke Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali. Namun 
ternyata hal itu tidak bisa berjalan lancar sehingga sampai saat ini pihak 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali yang 
datang ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi Laporan 
Ekspor Perusahaan yang bersangkutan. 
6. Memberikan pelayanan administrasi dalam pembuatan SKA, SIUP dan 
lain-lain. 
 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali juga 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat Surat Ijin 
Usaha Perdagangan ( SIUP ) atau para eksportir yang ingin mendapatkan 





B.2.3.  Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
 Dalam melakukan peranannya tersebut ada beberapa hambatan yang 
ditemui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten  Boyolali 
yaitu adalah : 
1. Meski sudah difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten  Boyolali untuk mencari dana untuk melakukan 
promosi namun perusahaan furniture masih kurang tertarik untuk 
melakukan pameran terutama perusahaan-perusahaan yang sudah 
berkembang. 
2. Perusahaan kurang berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi 
perusahaannya sehingga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten  Boyolali kesulitan dalam memantau perkembangan ekspornya.  
3. Pemerintah maupun pihak swasta kurang memberikan perhatian kepada 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan furniture sehingga Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali kesulitan 
untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. 
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1. Pesaing dari luar negeri maupun dalam negari yang semakin banyak 
menuntut para pengusaha untuk bergerak cepat agar dapat bertahan dipasar 
luar negeri. Kepuasan konsumen harus diperhatikan karena hal ini merupakan 
modal utama dalam perdagangan. Saat ini konsumen tidak hanya cukup 
dengan harga dan kualitas produk tapi menuntut enam hal sekaligus kepada 
produsen, yaitu : 
a. Produk yang berkualitas tinggi 
b. Harga yang wajar disertai syarat pembayaran yang lunak dan alternatif 
pembayaran yang mudah. 
c. Penyerahan produk yang cepat  
d. Layanan khusus. 
e. Produk yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. 
f. Akrab dengan pemakai. 
2. Hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha umumnya menyangkut tentang 
produksi, modal dan pemasaran. Untuk membantu masalah pemasaran 
furniture di Kabupaten Boyolali, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kabupaten Boyolali membuat Buku Inquiry yang 
menginformasikan tentang peluang pasar di luar negeri serta standar produk 
furniture yang diinginkan oleh konsumen luar negeri. Hal lain yang rutin 
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dilaksanakan adalah mengadakan pameran furniture tingkat nasional. Namun 
hal itu baru bisa dilakukan jika telah ada kerja sama dengan pihak lain untuk 
membantu masalah dana. 
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali dalam 
peningkatan ekspor furniture Kabupaten Boyolali berperan sebagai fasilitator 
sehingga diperlukan bantuan dari berbagai pihak khususnya para pengusaha 
furniture itu sendiri, yaitu dengan aktif menjalin kerja sama dengan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali untuk bersama-
sama mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.  
 Jadi upaya peningkatan ekspor furniture Kabupaten Boyolali telah 
dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali 
bersama dengan pengusaha furniture untuk mengatasi hambatan yang ada. 
Namun semua itu kembali pada usaha para pengusaha itu sendiri untuk bekerja 
keras dan melakukan inovasi dalam produk agar tidak tersingkir dari pasar 
internasional. Karena apapun yang dilakukan pemerintah jika tidak diimbangi 
dengan usaha keras para pengusaha hal itu tidak berarti apa-apa karena 
pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Boyolali hanya berperan sebagai fasilitator. 
 
B. Saran 
1. Diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Boyolali semakin meningkatkan pelayanannya dengan menjadi fasilitator 
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yang aktif untuk membantu masalah permodalan dan pemasaran, misalnya 
dengan jalan; 
a. Menjalin kerjasama dengan Bank, BUMN ataupun perusahaan-
perusahaan yang sudah berkembang agar menjadi bapak asuh untuk 
membantu permodalan perusahaan-perusahaan yang baru mulai 
berkembang 
b. Membantu memfasilitasi pameran-pameran tingkat nasional atau 
mencarikan buyer ataupun calon buyer dan menginformasikan kepada 
para pengusaha. 
c. Memberikan pelatihan-pelatihan ekspor kepada para pengusaha yang 
ingin memulai bisnisnya dibidang ekspor.  
2. Eksportir juga harus ikut aktif memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali agar bisa 
bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Pengusaha harus melakukan 
perbaikan-perbaikan antara lain; 
a. Perubahan mental dari pengusaha yang berorientasi domestik menjadi 
pengusaha yang berorientasi internasional. 
b. Membuka negara-negara tujuan ekspor baru yang dapat menjadi mitra 
dagang yang lebih menjanjikan (Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Timur 
Tengah dan lain-lain) 
c. Membuat komoditas yang memiliki keunggulan kooperatif (dalam segi 
harga) serta kompetitif (dari segi mutu) 
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d. Peningkatan skill para karyawan dengan memberikan pelatihan dengan 
standart internasional. 
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